S SALINAN

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang :

Mengingat

DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Pengadaan Barang/Jasa
pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas
Kesehatan dengan Peraturan Bupati;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

el

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Lumajang.

Bupati adalah Bupati Lumajang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan yang dibentuk
untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten
Lumajang yang menyelenggarakan BLUD.

Penyedia barang dan/atau jasa adalah pelaku usaha yang
berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan
usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat
Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dan
anggaran belanja daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut
PPTK adalah pejabat pada BLUD yang melaksanakan 1 (satu)
atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat
UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi
pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja
Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh
Bupati dan/atau Pimpinan BLUD untuk mengelola pemilihan
Penyedia.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan
Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-Purchasing.
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16. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah
perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

17. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-
purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui
sistem katalog elektronik atau toko daring.

18. Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut E-Catalogue adalah
sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis,
spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai
Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

19. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

20. Seleksi adalah metode pernilihan untuk mendapatkan Penyedia
Jasa Konsultansi.

21.Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

22.Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa
yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

23.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya
disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi
untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik.

24. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat
SPSE merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan
oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara
Elektronik untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara
Elektronik di seluruh  Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah.

25. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas
adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat
secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,
kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman bagi BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan dalam rangka
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin
ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses
pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan
dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.



BAB III
PENGADAAN BARANG /JASA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini untuk
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal
dari:

a. jasa layanan;

b. hibah tidak terikat;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan

d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 5

Jenis pengadaan barang/jasa pada BLUD terdiri dari :
a. barang;

b. pekerjaan konstruksi;

c. jasa konsultansi; dan

d. jasa lainnya.

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara :

a. swakelola; dan/atau

b. penyedia.

Bagian Kedua
Prinsip Pengadaan

Pasal 6
Prinsip pengadaan barang/jasa pada BLUD di Dinas Kesehatan
meliputi :
a. efisien;

b. transparan;

c. akuntabel,

d. fleksibilitas; dan

e. praktik bisnis yang sehat.

Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai
kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil
dan sasaran dengan kualitas maksimum.

Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b yaitu pengadaan barang/jasa harus mengikuti ketentuan dan
informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat
diketahui secara luas oleh penyedia barang jasa yang berminat.



(4)

(9)

(6)
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Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan
dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa
BLUD sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
yaitu pengadaan barang dan jasa dapat menyesuaikan dengan
keadaan yang ada sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk
mendapatkan keuntungan dengan memperhatikan prinsip
efisiensi, transparansi dan akuntabel.

Prinsip praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan
kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.

Bagian Ketiga
Pelaksana Pengadaan

Pasal 7

(1) Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

(2) Pelaksana pengadaan barang/jasa terdiri atas :

PA;

KPA,;

PPK;

Kelompok Kerja Pemilihan;
Pejabat Pengadaan;
Penyelenggara Swakelola;
Penyedia;

Tim Teknis/Tim Ahli.

SR e a0 T

(3) Pelaksana pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ sampai dengan
huruf h ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 8

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a

memiliki tugas dan kewenangan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja;

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas

anggaran belanja yang telah ditetapkan;

menetapkan perencanaan pengadaan;

menetapkan dan mengumumkan RUP;

melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi

ulang gagal;

menetapkan PPK;

menetapkan Pejabat Pengadaan;

menetapkan Penyelenggara Swakelola;

menetapkan tim teknis;

menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui

Sayembara/Kontes;

l. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

Mo a0

e
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m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode
pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung/E-Purchasing untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling
sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

(2) PA untuk pengelolaan BLUD dapat melimpahkan tugas dan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b melaksanakan pendelegasian
sesuai dengan pelimpahan dari PA.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA
berwenang menjawab Sanggah dan/atau Sanggah Banding
peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja; dan/atau
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas
anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK,
KPA dapat merangkap sebagai PPK.

(6) Dalam hal BLUD berbentuk Rumah Sakit, maka KPA
menjalankan tugas dan wewenang PA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8.

Pasal 10

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf ¢ memiliki tugas:

menyusun perencanaan pengadaan;

menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

menetapkan rancangan kontrak;

menetapkan HPS;

menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan

kepada Penyedia;

mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

menetapkan tim pendukung;

menetapkan tim atau tenaga ahli;

melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

j- menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

o0 o

e th
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k. mengendalikan Kontrak;

l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
PA/KPA;

m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan

o. menilai kinerja Penyedia.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/
KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain
dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan PPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pimpinan BLUD.

Pasal 11

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d memiliki tugas:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan
Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;
b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode
pemilihan:
1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah); dan
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan
Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud patla
ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.
(5) Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan Pokja Pemilihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pimpinan BLUD.



Pasal 12

(1) Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e memiliki tugas:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan

Langsung;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung/Pengadaan Langsung untuk pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung/Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa
Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah); dan

d. melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan Pejabat Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pimpinan BLUD.

Pasal 13

(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf f terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana,
dan/atau Tim Pengawas.

(2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana
kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

(3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat,
mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

(4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan
pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

(5) Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan Penyelenggara
Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

Pasal 14

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g
wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang
diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab atas:
a. pelaksanaan Kontrak;
b. kualitas barang/jasa;
c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d. ketepatan waktu penyerahan; dan
e. ketepatan tempat penyerahan.
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Pasal 15

(1) Tim Teknis/Tim Ahli dalam Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h
ditetapkan oleh PA/KPA atas usul PPK.

(2) Tim Teknis/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas membantu PPK dalam melakukan pemeriksaan
spesifikasi/kelengkapan dalam melaksanakan uji fungsi/tes lain
yang diperlukan terhadap barang/konstruksi/jasa
konsultasi/jasa lainnya yang disesuaikan dengan kontrak.

(3) Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan Tim Teknis/Tim
Ahli Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

Bagian Keempat
Pengadaan Barang/Jasa
Melalui Swakelola

Pasal 16

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui

swakelola dalam hal:

a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
teknis sumber daya manusia BLUD yang sesuai dengan fungsi
dan tugas pokok BLUD;

b. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau
pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang dan/atau
jasa;

c. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/
ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh
penyedia barang dan/atau jasa akan menanggung risiko yang
besar;

d. penyelenggaraan diklat, kursus, seminar, lokakarya, atau
penyuluhan;

e. pertimbangan efektifitas dan efisiensi;

pekerjaan yang bersifat rahasia bagi BLUD; dan/atau

barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan

partisipasi masyarakat.

o ™

Pasal 17

(1) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
a. penetapan tipe Swakelola;
b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
c. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya
(RAB).

(2) Ketentuan mengenai perencanaan pengadaan melalui Swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pimpinan BLUD.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)
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Pasal 18

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi
penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan,
jadwal pelaksanaan, dan RAB.

Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.

Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:

a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/ KPA;

b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh
PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana
Swakelola;

c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh
PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan
Ormas pelaksana Swakelola; atau

d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan
Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Ketentuan mengenai Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

Pasal 19

Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementerian/
Lembaga/ Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;

b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima
puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan

c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana
Swakelola; dan

b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana
Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak
PPK dengan pimpinan Ormas.

Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak
PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan
tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan
yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan
barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.



(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)
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Ketentuan mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

Bagian Kelima
Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Melalui Penyedia

Pasal 20

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya terdiri atas:

E-Purchasing;

Pengadaan Langsung;

Penunjukan Langsung;

Tender Cepat; dan

Tender.

S0 oTp

E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko
Daring.

Ketentuan mengenai tata cara E-purchasing sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pimpinan BLUD.

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilaksanakan untuk:

a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di
BLUD Puskesmas;

b. Barang/Jasa Lainnya yang Dbernilai paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) di BLUD Rumah
Sakit.

c. Pekerjaan Konstruksi yang Dbernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di BLUD Rumah
Sakit.

d. Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di BLUD Puskesmas;
e. Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di BLUD Rumah
Sakit;

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dalam keadaan tertentu.

Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk

keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :

a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk
menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh
Presiden/Wakil Presiden;

b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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c. pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu
kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung
jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara
keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan
sebelumnya;

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya
dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik
dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten,
atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak
paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk
mendapatkan izin dari pemerintah;

f. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah
dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;

g. pemilihan penyedia untuk melanjutkan perrgadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainhya dalam hal
terjadi pemutusan Kontrak;

h. Barang/Jasa yang bersifat mendesak dalam rangka
menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan/ kematian,;

i. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya
kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah
dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang
dapat menjurus pada terjadinya wabah; dan/atau

j- Barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh Komite

Medik secara keilmuan dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

(7) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam,
Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:
a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan
secara rinci; atau
b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek terhadap :
1. barang;
2. suku cadang;
3. bagian dari satu sistem yang sudah ada.

(8) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

9)

(1)

(2)

dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode
pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a sampai dengan huruf d.

Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa melalui penyedia
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

Pasal 21

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi :
penyusunan spesifikasi teknis;

penyusunan perkiraan biaya;

pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
penyusunan biaya pendukung.

P o

Ketentuan mengenai perencanaan pengadaan melalui Penyedia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pimpinan BLUD.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Pasal 22

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK
meliputi kegiatan:

menetapkan HPS;

menetapkan rancangan kontrak;

menetapkan spesifikasi teknis; dan/atau

menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan
pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi,
dan/atau penyesuaian harga.

poop

Ketentuan mengenai persiapan pengadaan melalui Penyedia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pimpinan BLUD.

Pasal 23

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
Pelaksanaan Kualifikasi;

Pengumuman dan/atau Undangan;

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
Pemberian Penjelasan;

Penyampaian Dokumen Penawaran;

Evaluasi Dokumen Penawaran;

Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
Sanggah.

SR e a0 T

Ketentuan mengenai Pelaksanaan pengadaan melalui Penyedia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB IV
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 24

Dalam hal BLUD melaksanakan pengadaan secara elektronik
dapat bekerja sama dengan LPSE Kabupaten Lumajang atau
membangun sistem pengadaan barang dan/atau jasa secara
elektronik.

BLUD menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem
Pengadaan Secara Elektronik.

BLUD mengumumkan rencana pengadaan barang dan/atau jasa
ke dalam aplikasi Sistem Informasi RUP.

BAB V
PEMBAYARAN

Pasal 25

Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang
dan/atau jasa dilakukan secara tunai dan/atau non-tunai.

Pembayaran tunai dan/atau non-tunai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan peraturan pimpinan BLUD.
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BAB VI
PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 26
(1) Pimpinan BLUD melakukan pengawasan internal.

(2) Dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pimpinan BLUD menugaskan satuan pengawas
internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan barang
dan/atau jasa.

BAB VII
KEADAAAN KHUSUS

Pasal 27

Pengadaan khusus dalam rangka pemenuhan kebutuhan :
a. obat-obatan yang tidak tersedia di E-Catalogue;

b. bahan makanan untuk pemenuhan gizi pasien;

c. pemeliharaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan;

d. operasional pelayanan lainnya;

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Ketentuan mengenai jenis barang/jasa, pelaksanaan jenjang
nilai, tugas dan kewajiban pelaku pengadaan, bentuk dokumen
kontrak, tahapan dan tata cara pengadaan barang/jasa diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

(2) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan honorarium yang besarannya
diatur oleh Peraturan Pimpinan BLUD.

(3) Dalam hal BLUD belum menetapkan peraturan pimpinan BLUD,
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD berpedoman
pada peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 29

Proses Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang telah dilaksanakan
sebelum Peraturan ini mulai berlaku tetap berjalan sampai dengan
proses selesai.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 11 Mei 2021

BUPATI LUMAJANG,
ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.
Diundangkan di Lumajang

pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 32



